Dipindai dengan CamScanner




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

I KOMANG KRISMA BIMATARA
NIM ¢ 011800409
Program Studi ¢ ILMUHUKUM
Jurusan ¢ ILMU HUKUM

Judul Skripsi TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA

PERHOTELAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
MENURUT  PERATURAN  DAERAH KOTA

PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK HOTEL

Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,

\
Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,CTL,CMED MUHAMMAD NUR AMIN, SH,MH

Dipindai dengan CamScanner



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA PERHOTELAN
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT PERATURAN DAERAH
ROTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK
HOTEL

Penulis Skripsi Pembimbing Pertama
| Komang Krisma Bima Tara DR. H. Herman Fikri, SE,SH,M.Hum,CTL,CMED
Pembimbing Kedua

Muhammad Nur Amin, SH., MH

ABSTRAK

-Bannkn)ajumlahpmgmhapahmghn,mbednndhglmusdmgan
potensi pelanggaran atas penyelanggaraan ussha perhotelan tersebut. Adapun
heba:p_apelmymghmynkdﬂakuhnolehmpengusahaperhotelanw
ymgt!mmmpadahhpmyelmmusahayangﬁdakseﬂmipenmn,
kemudian tidak memiliki izin usaha yang telah ditetapkan, bahkan fidak
mu!-nhyumjibpajakyanghehhdilem;:kanoleh pemerintah daerah masino-

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..cttitiiiiininmnninriensnssssessssssssssssssssnmssssssmmmssssssss i
HALAMAN PERSETUJUAN c11tutttattitsianeesnssssssssses s s ii
HALAMAN PENGESAHAN ..oecvvariviiarissnsesssssssssssssessssesssssssos i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN. .....oovveoeeeeeeesssoseeos v
ABSTRAK. oxsnisnastuisianes tirsiomatirstrsiiot i sivis s sins D R v
RATA PENGANTARG; viiivi i theidorstrssosnivesitroabssssiisonotiosianes o Vil
BRI BE i triniacensosincisonsrsessombbensassnss sirsmsibommsmnn oo x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.........................0.oovevseooni 1
T R O S A RS 7
L TR .. . rvessisios g srasisprsonesensadovanswisisms ]
D, KeMmBB BONEltIOn. ... ..ccovirossisosssasssssssssssninsssossne ]
B REOCRIARBBIBN AL, ... o 5.0 10 vi0ss s svassnnsnsssvsssmssnnsssssns %
SRR LCMERIITL . - . 0 0 enaisswanssoiisrs swavassasasibosessesme 10
G. Sistematika Penulisan Skripsi...........c.oovvecievviussnnenn.... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dipindai dengan CamScanner



BAB I

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA
PFERHOTELAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL

A. Bagaimana Penegakan Hukum
Pidana Bagi Pemilik Usaha
Perhotelan Yang Tidak Memiliki 1Zin?........ccoviiimiiniinnn 29

B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi
Kendala Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pemilik Usaha Perhotelan
Yang Tidak Memiliki IZin? .......cccoovermenssinnansissrasisnes

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner



BAR 1V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pada urajan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukum bagi pemilik usaha perhotelan yang tidak

memiliki izin dan tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010
Tentang Pajak Perhotelan Pasal 26 ayat (1) *“ Wajib pajak yang karena
kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar.” Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan

Wajib  Pajak  yang dengan sengaja tidak menyampaikan ~ Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atay melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atay pidana denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atay kurang dibayar,
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. Penerapan

L)l

Penegak

" bukum perizinan perhotelan dipengaruhi oleh dua

\l\‘ﬂnlmn ﬂmmm wm hm yl“u faktor
{An para pihak yang terkait dalam pengurusan perizinan

taktor vang Sangat

penegekan hukym

yang kurang tegas dan telitt untuk menjalankan penegakan hukum ini, dan
meninjau lokasi tempat usahg ARAT Sesuai dengan izin yang diajukan, yang
kedua adalah fakior masyarakatnya yang kurang kesadarannya untuk
menjalankan syaty usaha yang sesuaj dengan peraturan yang ditetapkan
oleh pemerintah

B. Saran-Saran

1.

Diharapkan kepada pemerintah setempat dap para penegak hukum yang
terkait jangan diberikan izin terlebih dahulu kepada pemilik usaha Jika
secara legalitas usaha tersebyt belum dicukupi, dan pemerintah pun agar
lebih giat untuk mengontrol kelapangan agar usaha yang dijalankan olch
masyarakat dapat berjalan sesuaj dengan izin yang telah diberikan,

Diharapkan mengurangi kendala dalam penegakan hukum ini yaity selaly
melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk menertibkan para pelaku
usaha perhotelan, dan selaly memberikan penyuluhan kepada masyarakat

terhadap peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengikuti peraturan yang ada,
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